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RINGKASAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa, dimana seorang anak yang terlibat tindak
pidana haruslah tetap dilindungi oleh negara sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor
Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Perlindungan Anak. Penjatuhan Pidana pelayanan
masyarakat merupakan salah satu jenis pidana alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan
atau pidana penjara yang memiliki tujuan agar anak terhindar dari dampak negatif penerapan
pidana penjara dan menjadikan anak lebih bertangung jawab dengan pidana pelayanan
masyarakat yang dijatuhkan padanya. Setelah lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak, Pasal
15 ayat 1 peraturan tersebut berbunyi bahwa: “Dalam hal putusan pengadilan berupa pelayanan
masyarakat, jaksa menempatkan anak dalam Lembaga pelayanan publik, baik milik pemerintah
maupun swasta yang telah ditetapkan berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan..” sehingga
menimbulkan dilema bagi Hakim dalam penjatuhkan putusan Pidana Pelayanan Masyarakat.
Hal inilah yang akan dikaji lebih dalam mengenai apakah kewajiban hakim untuk
mempertimbangkan hasil penelitian masyarakat mengerus independesi hakim dalam memutus
perkara pidana anak setelah lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 tentang
Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak? serta Bagaimana
formulasi penormaan pada Peraturan Pemerintah yang tidak mengerus kebebasan Hakim dalam

memutus perkara? Tesis ini akan dibahas dalam prespektif yuridis normatif, yaitu

Vii



menggunakan pendekatan kualitatif dimana penelitian yang mengacu pada norma hukum yang
terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan. Selanjutnya
permasalahan tersebut dapat diatasi dengan adanya penormaan kembali atas aturan pelaksana
UU SPPA tersebut agar tidak bertentangan dengan UU Kekuasaan Pengadilan serta UU SPPA
itu sendiri, sehingga nantinya tesis ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada
pemerintah untuk kembali merumuskan aturan hokum terkait pidana pelayanan masyarakat
pada anak, yang nantinya membantu Penegak Hukum terutama Hakim dalam mengambil

keputusan untuk menjatuhkan pidana pelayanan masyarakat bagi anak.
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ABSTRAK

Anak merupakan generasi penerus bangsa, dimana seorang anak yang terlibat tindak pidana haruslah tetap
dilidungi oleh negara. Penjatuhan Pidana pelayanan masyarakat merupakan salah satu jenis pidana alternatif dari pidana
perampasan kemerdekaan atau pidana penjara yang memiliki tujuan agar anak terhindar dari dampak negatif penerapan
pidana penjara. Setelah lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan
Pidana dan Tindakan Terhadap Anak, Pasal 15 ayat 1 peraturan tersebut berbunyi bahwa: “Dalam hal putusan pengadilan
berupa pelayanan masyarakat, jaksa menempatkan anak dalam Lembaga pelayanan publik, baik milik pemerintah maupun
swasta yang telah ditetapkan berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan..” pasal tersebut menimbulkan dilema bagi Hakim
dalam penjatuhkan putusan Pidana Pelayanan Masyarakat. Hal inilah yang akan dikaji lebih dalam mengenai apakah
kewajiban hakim untuk mempertimbangkan hasil penelitian masyarakat mengerus independesi hakim dalam memutus perkara
pidana anak setelah lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan
Pidana dan Tindakan Terhadap Anak? serta Bagaimana formulasi penormaan pada Peraturan Pemerintah yang tidak
mengerus kebebasan Hakim dalam memutus perkara? Tesis ini akan dibahas dalam prespektif yuridis normatif, yaitu
menggunakan pendekatan kualitatif dimana penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai
peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan. Selanjutnya permasalahan tersebut dapat diatasi dengan adanya
penormaan kembali atas aturan pelaksana UU SPPA tersebut agar tidak bertentangan dengan UU Kekuasaan Pengadilan
serta UU SPPA itu sendiri, sehingga nantinya tesis ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada pemerintah untuk
kembali merumuskan aturan hokum terkait pidana pelayanan masyarakat pada anak, yang nantinya membantu Penegak

Hukum terutama Hakim dalam mengambil keputusan untuk menjatuhkan pidana pelayanan masyarakat bagi anak.
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SARTIKA, SARAI DWI SARTIKA. 2023. Independensi Hakim dalam Menjatuhkan Pidana
Pelayanan Masyarakat pada Perkara Pidana Anak. Magister of Law Program,

Faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Advisor | :



Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H and Advisor II: Dr. Hj. NURUNNISA, S.H., M.H.
100 Page.

ABSTRAK

Children are the nation's next generation, and a child involved in a crime must still be protected by the state. The
imposition of a community service crime is an alternative type of punishment to a crime of deprivation of liberty
or imprisonment which aim to prevent children from the negative effects of applying prison sentences. After the
birth of Government Regulation Number 58 of 2022 concerning Forms and Procedures for the Implementation of
Crime and Actions Against Children, Article 15 paragraph 1 of the regulation reads that: "In the case of a court
decision in the form of community service, the prosecutor places the child in a public service institution, both
owned by the government and private sector that has been determined based on the results of community
research..” This article creates a dilemma for the Judge in imposing a Community Service Criminal decision.
This is what will be studied in more depth regarding whether the obligation of judges to consider the results of
community research undermines the independence of judges in deciding criminal cases against children. and how
is the formulation of norms in government regulations that do not undermine the freedom of judges in deciding
cases? This thesis discusses the dilemma faced by judges in imposing community service criminal decisions but
could benefit from specific cases or scenarios to Illustrate the point. Furthermore, these problems can be
overcome by re-norming the implementing regulations for the SPPA Law so that they do not conflict with the Law
on Judicial Powers and the SPPA Law itself so that later this thesis is expected to be able to provide input to the
government to re-formulate legal rules related to community service crimes for children, which will later assist

law enforcement, especially judges in making decisions to impose community service crimes for children.

Keywords: Judge Independence, Juvenile Crime, Community Service
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